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TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun
2024, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

b. bahwa RENJA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2024 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan
Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat dan taufig-Nya semata sehingga “Rencana Kerja Badan Riset dan
Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah“ Tahun 2024 ini dapat

disusun.

Penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan
menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah
menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi
Sulawesi Tengah, memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu
indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD serta sebagai
masukan dan evaluasi dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan

pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja
yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BRIDA Provinsi

Sulawesi Tengah.

Palu, 4 Januari 2024

KEPALA BADAz;f RISET DAN INOVASI DAERAH
P;R@’VINSI EAWESI TENGAH,

LAMARAUNA, SE., M.Si
mbing ’Utama Madya
KIB- 19650517 199203 2 006
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1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan sesuai dengan kondisi
wilayah atau kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana kerja harus menyesuaikan dengan dokumen RKPD yang akan menjadi
dokumen Renja OPD. Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang kemudian menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan APBD (APBD).

1.2, Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang—Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Un
dang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 141).

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud
1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

Tujuan

Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.







